WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

Menimbang

Mengingat

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertangungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312);
sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bangunan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3988);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3824) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355 ) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);



Menetapkan :

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502);

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 22 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan
Pemerintah Kota Ternate;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012
tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Ternate
2012-2032;

Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

Copr

PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah .......c.cooeiiiiiiin.t. Rp. 57.765.211.341,00,-
Dana Perimbangan .........c..ccceveviieiiiiienenenn.. Rp. 634.404.598.126,00,-
Lain-lainpendapatan yang sah ................... Rp. 80.792.301.012,00,-

TOTAL PENDAPATAN ..oooviiiiiiiiiiiieneenns Rp. 772.962.110.479,00,-



2.

a.

BELANJA
Belanja Tidak Langsung

NG h L=

Belanja Pegawai .........ccocoeeeveiiinnnne.
Belanja Bunga......c..ccocooviviiiiinini.
Belanja Subsidi ......cccovviiiiiii.
Belanja Hibah .............cooo.
Belanja Bantuan Sosial ......................
Belanja Bagi Hasil ..............c.c.coeai.
Belanja Bantuan Keuangan ................
Belanja Tidak Terduga. ........c..c..c.......

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Langsung

1.
2.
3.

Belanja Pegawai .........ccocooeeviinninn.n.
Belanja Barang dan Jasa ................
Belanja Modal .......c.c.coooeviiiiiinanie.
JUMLAH BELANJA LANGSUNG

TOTAL BELANJA .....coiiiiiiiiiiiiiienes

Surplus/(Defisit).....cccceeveiiiiiininiinennn..

PEMBIAYAAN
Penerimaan............cooiiiiiiiiiiiiinn,
Pengeluaran .............ooiiiiiiiiiiinn.
Pembiayaan Netto ...........cocoveiiiiiiinit.

Sisa

Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran

Tahun Berkenaan Silpa/(Sikpa)..

Pasal 2

371.948.003.366,00

5.300.000.000,00
4.799.967.700,00

498.370.270,00
9.686.580.000,00

392.232.921.336.00

55.690.660.639,00
133.808.505.425,00
149.178.430.887,00

338.677.596.951,00
730.910.518.287,00

42.051.592.192,00

(17.900.126.387,00)
5.750.000.000,00

(23.650.126.387,00)

18.401.465.805,00

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.



Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 Agustus 2015

WALIKOTA TERNATE,

ttd

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada Tanggal 7 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd
M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2015 NOMOR 233



